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  Abstract (Bahasa Inggris)  
  

This research aims to analyze legal certainty in the land acquisition process 
conducted by PT. Berlian Nusantara Perkasa in Lemper Village, Bongan 
District, West Kutai Regency. This study employs an empirical legal research 
method by examining the implementation of agrarian law provisions in the 
actual practice of land acquisition in the field. Research data were obtained 
through interviews with land-owning communities, customary leaders, and 
village officials, supported by library research on relevant laws and legal 
literature. The results of the study indicate that the land acquisition process 
has not been fully carried out in accordance with the applicable legal 
procedures. The community was not optimally involved in the planning and 
licensing process, company permit documents were not openly disseminated, 
and compensation was not determined based on an assessment by an 
independent appraisal institution. Furthermore, the recognition of customary 
land rights has not been effectively implemented in the land acquisition process. 
These conditions result in the lack of legal certainty experienced by the 
community, as legal protection of land rights remains administrative in nature 
and has not provided fair and substantive legal certainty. This research 
concludes that the land acquisition conducted by PT. Berlian Nusantara 
Perkasa in Lemper Village has not fully fulfilled the principle of legal 
certainty as regulated under national agrarian law. 

Keywords: 

legal certainty, land acquisition, 
agrarian law, customary land rights. 

Abstrak (Bahasa Indonesia) 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya konflik agraria 
yang muncul dari proses pembebasan tanah untuk perkebunan 
kelapa sawit, khususnya yang berkaitan dengan lemahnya 
kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat. 
Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan prinsip 
kepastian hukum dalam proses pembebasan tanah oleh PT. 
Berlian Nusantara Perkasa di Desa Lemper, Kecamatan Bongan, 
Kabupaten Kutai Barat. Penelitian menggunakan metode 
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penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif 
untuk menelaah kesesuaian antara ketentuan hukum agraria dan 
praktik di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan 
masyarakat pemilik tanah, tokoh adat, dan perangkat desa, 
observasi lapangan, serta studi pustaka terhadap peraturan 
perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa proses pembebasan tanah belum 
sepenuhnya dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku, 
ditandai dengan kurangnya keterbukaan informasi mengenai 
perizinan perusahaan, minimnya pelibatan masyarakat dalam 
proses perencanaan, penentuan ganti kerugian tanpa penilaian 
lembaga independen, serta belum optimalnya pengakuan terhadap 
hak ulayat masyarakat adat. Kondisi tersebut menyebabkan 
kepastian hukum bagi masyarakat belum terpenuhi secara 
substantif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembebasan tanah 
di Desa Lemper masih menunjukkan kesenjangan antara norma 
hukum dan praktik, sehingga diperlukan penguatan transparansi 
prosedur, perlindungan hak masyarakat adat, serta peran aktif 
pemerintah dalam menjamin kepastian hukum yang adil. 

 

  

 

PENDAHULUAN  

 Persoalan pembebasan tanah di Indonesia sering menimbulkan konflik agraria, 

terutama dalam sektor perkebunan kelapa sawit yang berkembang pesat dalam beberapa 

dekade terakhir. Ekspansi perkebunan sawit membawa dampak ekonomi yang signifikan, 

tetapi juga memunculkan persoalan hukum terkait penguasaan tanah, ketimpangan relasi 

kekuasaan antara perusahaan dan masyarakat, serta lemahnya perlindungan terhadap hak 

masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengadaan tanah tidak hanya berkaitan 

dengan aspek legal formal, tetapi juga melibatkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya 

yang kompleks. Dalam banyak kasus, masyarakat yang menguasai tanah secara turun-

temurun tidak memiliki bukti kepemilikan formal sehingga rentan kehilangan hak atas 

tanah ketika berhadapan dengan kepentingan investasi perkebunan.  

 Situasi tersebut juga terjadi di Desa Lemper, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai 

Barat, yang dihuni oleh komunitas adat Dayak. Masuknya perusahaan perkebunan kelapa 

sawit, yaitu PT. Berlian Nusantara Perkasa, memunculkan proses pembebasan tanah yang 

menimbulkan berbagai persoalan hukum bagi masyarakat setempat. Masyarakat 

menghadapi keterbatasan informasi, proses negosiasi yang tidak seimbang, serta 

ketidakjelasan status hukum tanah yang sebagian besar belum terdaftar secara formal. 



LAW REVIEW: PANJI SELATEN 

Vol.1, No.2, Oktober 2025      E-ISSN: 3123-173X   
  

 

  
 

124 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum agraria yang 

mengatur pengadaan tanah dengan praktik yang terjadi di lapangan. Beberapa penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa konflik agraria sering dipicu oleh minimnya transparansi 

dalam proses pembebasan tanah serta tidak optimalnya pelibatan masyarakat terdampak 

dalam pengambilan keputusan (Wardhani & Murhani, 2025; Rizska, 2016). 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama, yaitu: 

bagaimana proses pembebasan tanah untuk pembangunan perkebunan sawit oleh PT. 

Berlian Nusantara Perkasa di Desa Lemper, dan sejauh mana prinsip kepastian hukum 

dalam hukum agraria nasional diterapkan dalam proses tersebut. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis mekanisme pembebasan tanah yang dilakukan perusahaan serta 

menilai pelaksanaan prinsip kepastian hukum terhadap hak masyarakat atas tanah dalam 

praktik di lapangan.  

Penelitian ini memiliki relevansi penting dalam pengembangan kajian hukum agraria, 

khususnya terkait implementasi kepastian hukum dalam konflik pengadaan tanah di wilayah 

masyarakat adat. Studi sebelumnya banyak menyoroti konflik agraria pada tingkat regional 

atau kebijakan makro, namun masih terbatas penelitian yang mengkaji secara empiris praktik 

pembebasan tanah pada tingkat lokal dengan fokus pada dinamika sosial dan hukum 

masyarakat adat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

ilmiah dalam menjelaskan kesenjangan antara norma hukum agraria dan praktik pembebasan 

tanah di tingkat komunitas, sekaligus menjadi dasar bagi penguatan kebijakan agraria yang 

lebih transparan dan partisipatif. 

 

  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris untuk menelaah bagaimana 

ketentuan hukum agraria diterapkan dalam praktik pembebasan tanah di masyarakat. 

Pendekatan ini memfokuskan analisis pada hubungan antara norma hukum yang berlaku 

dengan pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam proses pembebasan tanah oleh PT. 

Berlian Nusantara Perkasa. Penelitian dilakukan di Desa Lemper, Kecamatan Bongan, 

Kabupaten Kutai Barat, yang dipilih secara purposive karena wilayah tersebut menjadi 
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lokasi kegiatan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan proses pembebasan tanah 

masyarakat adat Dayak. Objek penelitian adalah praktik pembebasan tanah dan penerapan 

prinsip kepastian hukum dalam proses tersebut.  

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi lapangan, 

wawancara semi-terstruktur, dan studi pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis 

secara kualitatif melalui proses pengelompokan data, identifikasi tema, serta interpretasi 

terhadap pola informasi yang muncul dari berbagai sumber. Untuk menjaga keabsahan data, 

penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, teknik, dan waktu sehingga temuan penelitian 

dapat menggambarkan secara lebih objektif praktik pembebasan tanah dan penerapan 

kepastian hukum di lokasi penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.1 Proses Pembebasan Tanah oleh PT. Berlian Nusantara Perkasa 

 

 Hasil Penelitian menunjukan bahwa proses pembebasan tanah di Desa Lemper 

dilakukan melalui pendekatan langsung antara Perusahaan dan sebagian pemilik lahan 

serta tokoh adat. Proses ini umumnya diawali dengan pertemuan informal yang memba-

has rencana pembukaan Perkebunan kelapa sawit. Namun, proses tersebut tidak disertai 

penyampaian dokumen resmi terkait dasar hukum, izin Perusahaan, maupun batas wila-

yah tanah yang dibebaskan. Sebagian besar Masyarakat menyatakan tidak pernah  diper-

lihatkan dokumen perizinan seperti izin Lokasi, izin usaha Perkebunan, maupun dokumen 

Hak Guna Usaha (HGU). Kondisi ini menunjukan bahwa mekanisme pembebasan tanah 

tidak dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif sebagaimana diatur dalam ketentuan 

hukum agrarian. 

Dalam praktiknya, perusahaan memiliki posisi yang lebih dominan karena memiliki 

legitimasi administratif melalui izin usaha perkebunan dan akses terhadap aparatur 

negara. Sebaliknya, masyarakat hanya memiliki legitimasi sosial berbasis hukum adat 

tanpa perlindungan hukum tertulis yang kuat. Situasi ini memperlihatkan adanya ketim-

pangan relasi kekuasaan antara perusahaan dan masyarakat. Akibatnya, proses pembeba-

san tanah lebih mencerminkan kekuatan ekonomi dan administratif dibandingkan prinsip 

keadilan substantif dalam hukum agraria. 
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1.2 Peran Pemerintah dan Mekanisme Ganti Rugi 

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam proses 

pembebasan tanah relatif terbatas. Pemerintah desa pada umumnya hanya terlibat dalam 

penandatanganan dokumen administratif seperti surat keterangan atau berita acara 

pelepasan tanah, tanpa melakukan verifikasi menyeluruh terhadap status hukum tanah 

maupun keabsahan izin perusahaan. Kondisi ini menyebabkan mekanisme pengawasan 

terhadap proses pembebasan tanah menjadi lemah. 

Selain itu, penentuan ganti rugi kepada masyarakat tidak didasarkan pada penilaian 

lembaga independen sebagaimana diatur dalam mekanisme pengadaan tanah. Nilai 

kompensasi umumnya ditentukan melalui negosiasi langsung antara perusahaan dan 

pemilik lahan. Proses tersebut tidak selalu melibatkan seluruh masyarakat terdampak 

secara aktif, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai dasar penentuan nilai ganti 

rugi serta konsekuensi hukum dari pelepasan tanah. 

1.3 Analisis Kepastian Hukum dalam Pembebasan Tanah 

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan hukum agraria nasional, pembebasan tanah 

seharusnya dilaksanakan melalui prosedur yang menjamin keterbukaan informasi, 

partisipasi masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak pemilik tanah. Namun, 

temuan empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di 

lapangan. Hak masyarakat atas tanah tidak diverifikasi secara memadai sebelum 

dilakukan pelepasan, sementara proses pengukuran dan pendataan kepemilikan tanah 

dilakukan secara terbatas tanpa pelibatan masyarakat secara aktif. 

Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak memiliki kepastian mengenai luas 

tanah yang dilepaskan maupun akibat hukum dari pelepasan tersebut. Dalam perspektif 

teori kepastian hukum, suatu perbuatan hukum harus memberikan kejelasan mengenai 

subjek, objek, serta akibat hukumnya. Ketika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka 

perlindungan hukum yang dihasilkan bersifat administratif dan tidak memberikan 

jaminan kepastian hukum yang substantif bagi masyarakat. 
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1.4 Implikasi Akademik dan Makna Temuan Penelitian 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan pembebasan tanah tidak hanya 

berkaitan dengan prosedur hukum formal, tetapi juga dengan struktur relasi kekuasaan 

antara negara, korporasi, dan masyarakat adat. Ketidakterbukaan informasi, minimnya 

partisipasi masyarakat, serta lemahnya pengakuan terhadap hak ulayat menunjukkan 

bahwa hukum agraria dalam praktik belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen 

perlindungan bagi masyarakat lokal. 

Secara akademik, penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan antara law in the 

books dan law in action dalam pengaturan pembebasan tanah di Indonesia. Meskipun 

kerangka hukum agraria telah mengatur prosedur pembebasan tanah secara jelas, 

implementasinya di tingkat lokal sering kali dipengaruhi oleh ketimpangan kekuasaan 

dan keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi hukum. Oleh karena itu, penelitian 

ini memberikan kontribusi pada kajian hukum agraria dengan menunjukkan bahwa 

kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada 

mekanisme implementasi yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap hak 

masyarakat adat. 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menemukan bahwa proses pembebasan tanah oleh PT. Berlian Nusantara 

Perkasa di Desa Lemper belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum 

agraria yang berlaku. Masyarakat tidak dilibatkan secara optimal dalam tahap perencanaan 

maupun perizinan, dokumen perizinan perusahaan tidak disosialisasikan secara terbuka, 

serta penentuan ganti kerugian tidak didasarkan pada penilaian lembaga independen. Selain 

itu, hak ulayat masyarakat adat yang secara turun-temurun menguasai tanah tidak 

diidentifikasi dan diverifikasi secara memadai dalam proses pembebasan tanah. Kondisi 

tersebut menyebabkan kepastian hukum yang dirasakan masyarakat masih bersifat 

administratif dan belum memberikan perlindungan hukum yang substantif. Dengan 

demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan kepastian hukum dalam 

pembebasan tanah menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum agraria 

nasional dan praktik yang terjadi di lapangan. 

Temuan ini menegaskan bahwa kepastian hukum dalam pembebasan tanah tidak hanya 
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bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada pelaksanaan prosedur yang 

transparan, partisipatif, dan menghormati hak masyarakat adat. Secara praktis, hasil 

penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah daerah, perusahaan, dan 

pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat mekanisme pengawasan, transparansi 

informasi, serta pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat dalam proses pembebasan tanah. 

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena data mengenai mekanisme pembebasan 

tanah dari pihak perusahaan tidak dapat diperoleh secara langsung. Oleh karena itu, 

penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sumber data dengan melibatkan lebih 

banyak pihak terkait serta mengkaji secara komparatif praktik pembebasan tanah di wilayah 

lain guna memperkaya analisis mengenai kepastian hukum dalam konflik agraria. 
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